
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 

"Ll 
TAHUN 2A22

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk urenindaklanjuti ketentuan Pasal 2 angka 13
Peraturan Daerah Kabupaten Hakmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2L tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat
maka perlu dijabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatal Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
bahwa perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a adalah sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaa.n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
17 ?ahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri dalam Negeri
Nomor : 8O0I85971OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di
Provinsi Maluku Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Halmahera Barat tentang Kedudukan, Susunal Organisasi,
Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupafsn Halmahera Barat.
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatanka Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang (Iembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 165);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupatep flalmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Fropinsi Maluku Utara (kmharan
Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor a26a\
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan lembaran
Negara RI Nomor aa3$;
Undang-undang Nomor 12 Tahun zOlL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan l,embaran Negara RI Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OL6 Nomor
114, Tambahaa Lembaran Nomor 5887);
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8597IOTDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2L tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Helmahera Barat;
Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 20 Tahun 2A2l
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PBRATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KtrPtr}IDUDUKAN DAN PBNCATATAN SiPIL

BAB I
I{TTEITUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halrnahera Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Hal.mahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daeratr Kabupaten Haknahera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera

Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Halrnahera Barat.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam

bagan struktur organisasi tetapi ditiqiau dari sudut fungsinya jabatan itu harus
ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pad.a Dinas Daerah Kabupaten
Ha]mahera Barat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang
kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya
datam suatu satuan orgarrisasi yang pel,aksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yaflg selanjutnya disebut UPTD adalah unsur
pel,aksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penur{ang tertentu
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahsrs Barat.
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BAB II
KTDUDUKAIT DAIT SUSUITAIT ORGATISASI

Baglan Kesatu
Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan
yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Baglan Kedua
Susuaan Organlsasl

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sutr Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang Penduduk

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan

Pemanfaatan Data
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan rnerupakan bagian yang
tidak terpisahka,n dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
rucAs poKoK, flrltcsr DArt URATAN TITGAS

Bagian Kesatu

"'lt:Jl""'
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan keb{jakan

teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanalan kerja sa-rna dal
mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Pengkoordinasian, fasilita.si dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
e. Pelaksalaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

{3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Kepala
Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Merumuskan kebijakan tekrris dan menjabarkan Rencana Pembangunan
Jaagka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana
Strategi Kabupaten Halmahera Barat dalam Lingkup T[gasnya dalam bentuk
rencana kerja;

(2)
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c, Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai
peraturan yang berlaku guna kel;ancaran tugas;

d. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawalya secara
berjenjang guna ketrancaran pelaksanaan tugas;

e. Membina bawahan dengan memberi petunjuk serta arahan agar pelaksanaan
tugas sesuai rencana;

f. menilai dan mengevaluasi pelalsanaan tugas pejabat dibawahnya secara
berjenjang sebagai bahan pembinaan karier.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungfawaban;

h. Memberikan saran dan pertimbangan Kepada Bupati baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikal oleh Bupati baik lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksaal tugas.

(4) Dalam melalsanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat {2J, dan {3), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil membawahi:
a. Sekretariat;
b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
b. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan

Pemanfaatan Data
Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan meliputi perenc{maan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan
dan aset, kerumahtanggaan, kerjasnna, kearsipan, dokumentasi,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
kepegawaian dan pelayalan administrasi di fingkungan dinas serta
pengkoordinasian program dan kegiatan pada Bidang dan Seksi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. penyelenggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaa, pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. pengen{alieut, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. pengkoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dart dengan

Bidang-Bidang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Sekretaris

mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa

ad.ministrasi dan ketatausalraan, dan umum Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

b. Merumuskan program urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian,
keuangan, serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

c. Mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang dilingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran pelaksanaan tugas;
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d. Membina penyusunan teknis operasional kerja dilingkup sekretariat
berdasarka.n program yang diterapkan;

e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas
guna tersosialisasinya program yang telah ditetapkan;

f. Membagi tugas kepada kepala sub bagian berdasarkan tugas dan fungsi
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Memberi petunjuk kepada kepala kepala sub bagian berdasarkan pedoman
kerja agar terhindar dari kesalahan

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala sub bagian di lingkup sekretariat
sebagai bahan pembinaan karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas baik lisan maupu
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Memberikan sa-ran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebiiakan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada
ayat {1}, {2) dan {3), Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

t1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,
kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset
dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan
pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

pl Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Penyusunan bahan pelaksanaan pel;ayanan kepegawaian, umum,

kelembagaan, serta ketatalaksanaar4
c. peLaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

keprotokol;an, barang milik daerah/aset, rumah tanggga kedinasan dan
administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnnya;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian
Umum dan kepegawaian;

f. pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3] Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a.. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan

Keuangan berdasarkan program sebagai pedoman kerja;
c. melakukan koordinasi dengan sekretariat dan Kepala Sub Bagian di

lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Mencatat, mengadakal, mendistribusikan, menyimpan, mera!\Iat barang
dan alat kantor serta menyampaikan usul penghapusan harang;

e. Mengurus penyediaan fasilitas rapat dinas dan upaca"ra kantor serta
penyusunan risalah rapat;
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Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib
administrasi;
Melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang menyangkut ketertiban,
keindahan, keamanan, penerimaan tamu, termasuk mengatur penggunaan
alat komunikasi, air, listrik;
Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Bagian Umum dan
Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;
Mengatur dan memberi petuqjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian aga-r terhindar dari kesalahan
Mengelolah administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Urut
Kepangkatan ( DUK) dan Bezetingserta menyiapkan buku jaga kenaikan
pangkat dan buku jaga kenaikan gqji berkala secara periodik bagi PNS
Dinas;
Menghimpun dan mengeloLah bahan pustaka dibidang kepegawaian untuk
membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan staf;
Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf dilingkup
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil ketja yang
maksimal;
Menilai dan mengevaluasi keda bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengembalgan karier;
Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan,
kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di
Lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai landasan kerja;
Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pertanggungiawaban;
Memberikan saralt dal pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupull
tertulis guna kelancaran peLaksanaan tugas;

Sub Bagian Perencaraar dan Keuangan
Pasal 7

{1} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok Membantu Sekretaris dafam penyelenggaraan
pengelolaan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..

(2) Dalarr menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran sub bagian Perencanaan

dan Keuangan;
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
c. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan;
d. Pengelolaan urusan administrasi dan verifikasi keuangan;
e. Penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
f. Melaksanakan teknis administrasi perencarlaan program dan pengelolaal

keuangan Dinas;
g. Pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan

pengelolaan keuangan Dinas;
h. Pelaksaan koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dal
i. Pel,aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan;
j. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
k. Menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintatr;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pel,aporan program dan kegiatan

dinas;
m. Menyusun l,aporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya.
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{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dal Keuangan;
b. menyusurl rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

berdasarkan program sebagai pedoman keq'a;
c. melakukan koordinasi dengan sekretariat dan Kepala Sub Bagian di

lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran
pe}aksanaan tugas;

d. Vtenghimpun dan mempel,ajari peraturalr perundang- undangan, kebijakan
teknis, serta bahan l,ainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan sebagai landasan kerja

e. Melaksanakan urusan keuangan rumatr tangga dinas yang meliputi
perenca.naan anggaran, penggUnaan anggaran dan pertanggungiawaban
anggaran di lingkuP dinas.

f. Mengelola administrasi keuangan meliputi Kelengkapan SSP, SPM,
verilikasi penerimaan, pengeluara\)., penatausahaan akuntansi di lingkup
dinas

g. Menyelenggarakan penyusunan Renstra, Dafbar Anggaran Satuan Kerja
(DASK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h. Melaksanakan penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Dinas.
i. Me|aksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan.
j. Membagi tugas kepada staf di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
k. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian

perencanaan dafl Keuangan agar terhindar dari kesalahan.
1. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil keq'a yang
maksimal.

m. Mengindentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan sebagai batran pemecahan masalah

n. Menil,ai dan mengevaluasi kerja staf di lingkup Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Btdang Pela5ranao Pondaftaran Penduduk

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaral Penduduk dipimpin oleh seorang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas
pokok Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program teloris Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunya fungsi Melaksanakan
Program Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

{3} Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat l2l,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Pelaya:ran

Pendaftaran Penduduk.
b. Merumuskan program di lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

berdasarkan kebig'akan yang telah ditetapkan sebagai pedoman keda.
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala

Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna
kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Melaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
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e.
f.
C'b.

h.

Melaksanaan penerbitan dokument pendaftaran penduduk;
Mel,aksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendar[aran penduduk
Membagi tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk guna kelancaran pelaksanaan tugas
Memberi petunjuk kepada Kepa1a Seksi di lingkup Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari
kesalahan.

i. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Iingkup Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang
diberikan;

j. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai
pengembangan karier
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

staf di lingkup Bidang
bahan pembinaan dan

Dinas baik lisan maupun

Memberikan sararl dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
Melaksanakal tugas lain yang diberikan Kepa1a Dinas baik lisan maupun
tulisan guna memtrrerlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Identltas Penduduk
Pasal 9

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan dan
melaksanakan Seksi Identitas Penduduk.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Identitas Penduduk mempunya fungsi Pelaksanaal kegiatan teknis
Seksi Identitas Penduduk.
Dalam menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
kepatra seksi Identitas Penduduk mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaal kegiatan Seksi Identitas Penduduk.
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk berdasarkal

program sebagai pedoman ke{a.
c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di

lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran
pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Seksi Identitas
Penduduk.

e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Identitas Penduduk agar
terhindar dari kesalahan.

f. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Identitas
Penduduk agar terhindar dari kesalahan.

g. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di
lingkup Seksi Identitas Penduduk agar diperoleh hasil kerja yang
maksimal.

h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi
Identitas Penduduk sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier.

i. Menghimpun dan mempelajari peraturan pemndang-undanga:r,
kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Identitas Penduduk sebogai Landasan ke{a.

j. Mengidentifikasi perrnasalahan yang herhubungan dengan Seksi
Identitas Penduduk sebagai bahan pemecahan masalah.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungiawaban.

1. Memberikan saran dal pertimbangan kepada Kepala Bidalg baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.

k.

1.

rrt.

(1)

{2)

(3)

d



m. Mel;aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan
maupull tertulis Suna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pindah Datang Peaduduk
Pasal 1O

(1) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh kepala seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa}a Bidang yang
mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan
bahan dan melaksanakan Seksi Pindah Datang Penduduk.

(2) Dalam melaksanakax tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunya fungsi Pelaksanaan kegiatan
teloris Seksi Pindah Datang Penduduk.

{3} Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

kepala seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk.
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk

berdasarkan program sebagai pedoman ke{a.
c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepnla Seksi di

lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran
pelaksanaat tugas.

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Seksi Pindah Datang
Penduduk.

e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk
agar terkrindar dari kesalahan.

f. Mengatur dal memberi petunjuk kepada staf di lingkup
Datang Penduduk agar terhindar dari kesalahan.

g. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di
lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk agar diperoleh hasil kerl'a yaag
maksimal.

h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi
Pindah Datang Penduduk sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier.

i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai landasan kerja.

j. Mengidentifikasi permasalahan yaxg berhubungan dengan Seksi Pindah
Datang Penduduk sebagai bahan pemecahan masalatr.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidalg baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungiawaban.

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan-

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bqgian KeemPat
Bidrrng Pelayanan Pencatataa Sipil

Pasal 11

{1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang

mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan progmm

teknis Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Seksi Pindah

Bidang
Bidang

l2l Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Pelayanan Pencatatan Sipil mempunya fungsi Melaksanakan Program
Pelayanan Pencatatan SiPil

{3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas:

{2},



a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil.

b. Merumuskan program di lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
berdasarkan kebiiakan yang telah ditetapka:r sebagai pedoman kerja.

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala
Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna
kelancaran pelaksanaal tugas.

d. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas
pencatatan, mengelolia data serta penerbitkan Akta Kelahiran, Akta
kematian, Aka Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak.

e. Melaksanakan pendaltran dan pencatatant, memeriksa dan meneliti berkas
pencatatan, serta mencatat pengesahan dan pengangkatan anak, perubahan
nama Warga Negara Indonesia IWND dan Orang Asing;

f. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas
pencatatan, serta mengelol.ra perubahan status kewarganegaraan;

g. Melaksanakan pendaftaral dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas
pencatatan, serta mencatat pembatalan perkawinan dan perceraian

h. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil guna kelancaral pelaksanaan tugas.

i. Memberi petuduk kepada bawahan di lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan.

j. Mengatur pel;aksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang
diberikan.

k. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai bahan pembinaan dan pengemhangan
karier.

1. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
terfulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupurl
tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Kelina
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan {PIAI(I

dan Pemanfataan Data
Pasat 12

t1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan
Pemanfataan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas
pokok Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program teknis Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfataan
Data.

l2l Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfataan
Data mempunya fungsi Melaksanakan Frogram Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan {PIAK) dan Pemanfataan Data

(3) Dalram melaksanakan fungsinya sebagaimala dimaksud pada ayat {21, KepaLa

Bidang Pengelol,aan Informasi Administrasi Kependudukan {PIAK) dan
Pemanfataan Data mempunyai Uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksalaan tugas di Bidang Pengelolaan

Inforrnasi Administrasi Kepend.udukan {PIAK} dan Peman{rataan Data..
b. Merumuskan program di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan {PIAK} dan Pemanfataan Data berdasarkan kebija}an yang
telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala
Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna
kelancaran pelaksanaan tugas.

a



d. Memberikan layanan infor:nasi Bidang Kepend,udukan dan Catatan Sipil
melalui papan informasi mauoun secara lisan

e. Memeriksa data dan dokumen yang telah dikeluarkan sebelum diarsipkanf. Pengendalian,pemantauan, pengawasalt dan penyelidikan terhadap
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipilg. Pengendalian , pemantauan dan pengawasan mobilitas penduduk dan arus
komuter penduduk

h. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfataan Data guna
kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang pengeloLaan
Informasi Administrasi Kependudukan TPIAK) dan Pemanfataan Data
berdasarkan tugas dan fungsi agar tertrindar dari kesalahan.j. Mengatur pel,aksanaan tugas Kepata Seksi di lingkup Bidang pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfataan Data untuk
mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan;

k. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfataan
Data sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.

1. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sebagai batran pertanggungjawaban.

m. Memberikan saran dan perlimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun
tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB IV
JABATAII tr'UITGSIOITAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dapat ditetapkan menurut kebutuhan yaxg mempunyai tugas
untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumiah Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), huruf
g ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1), huruf g diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB V
TATA I(ERJA

Pasal 15

Kepala dinas dalam rnenjalankan tugas dan fungsinya
berdasarkan kebijakan urrrurn yang ditetapkan oieh bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

{3)

{41

(s)

(6)

(r)

x



{1)

(2)

{3)

{4)

12) Kepaia dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian, kepala
seksi pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan
dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip
hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 16

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian, kepala
seksi pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan
dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pirnpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1i
diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumllsan
pelaksanaan kebijakan teknis.
Kepaia dinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala Subbagian
kepala seksi daiarn lingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya,
rnelakukan pengawasan, pemantaLtan, pengendalian dan evaluasi,
serta rnelaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau
sesuai kebutuhan.
Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala Subbagian dan
kepaia seksi dalam iingkungan dinas mengernbangkan koordinasi
dan kerjasarna dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi dinas.

BAB VI
KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati Halrnahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

Ditetapkan di : Jailoio
Pada Tanggal : 2-F J4nuar,

BUPATI BARAT

2022

Ass. Bid. Eko & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs

JAIYIES UANG

x



Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2e ;.'16,,r;1ci, 2022

StrKRtrTARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAAT

MUHAMMAD/AYARIL ABDUL RAJAI{

BtrRITA DAERAH KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinga
KBPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

TAHUN 2022 NOMOR.*d'

JASOIY w. LALOMO. SH,LLM

Nip. 19730128 2006041 009
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